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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/643 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
BAGI PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Negara
yang bersih dan berwibawa, maka setiap Penyelenggara
Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus
bersikap jujur, adil, terbuka dan akuntabel serta
mampu membebaskan diri dari praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur
Negara dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu
menetapkan wajib lapor harta kekayaan bagi
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara
Negara Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Memperhatikan

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor . 2 Tahun 2020 tentang Perubahan,6 Atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan; ;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas
Keterlambatan Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemda.
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi
Penyelenggara Negara Tahun 2022, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA , Bagi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
’ dalam Diktum KEDUA yang tidak melaksanakan

kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETIGA : Keputusan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1% Desember 2022
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